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SALINAN

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH BAGI

PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

AER U EITA N NES]S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan
Nomor SR-724/MK.02/2016 tentang Penetapan Surat [jin
Prinsip Pemberian Tunjangan Selisih bagi Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penetapan
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Menetapkan :

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);

2. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 245);

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK TENTANG PENETAPAN
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud
dengan:
1. Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam
suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang -
diberikan kepada Pegawai dalam upaya mendukung dan
meningkatkan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024
tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Tunjangan Selisih adalah tunjangan selain Tunjangan
Kinerja yang diberikan kepada Pegawai untuk
meningkatkan kesejahteraan sebagai pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II
PENETAPAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN
SELISIH



Pasal 2

(1) Besaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih
ditetapkan sesuai dengan kelas jabatan Pegawai.

(2) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia ini.

Pasal 3
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan kepada Pegawai setiap

bulan.

Pasal 4
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

mempertimbangkan capaian kinerja Pegawai.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan
Tunjangan Selisih Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan



Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan
Tunjangan Selisih bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Endang Suryastuti, S.H., M.Si



Permohonan

Dokumen / Lampiran

Dapat menghubungi:

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI,
Lantai 2, JI. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_pdih@dpr.go.id





